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Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Tahun 2018dalam rangka memenuhi surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2018 Nomor 

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat terselesaikan. 

LKjIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKjIP ini menyajikan Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Capaian Kinerja 

dan Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, sebagai wujud 

pelaksanakan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 

Demikian LKjIP ini disusun sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja 

yang diperoleh, sehingga dapat diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B untuk tahun-tahun berikutnya.  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Pengadilan Negeri 

Selong Kelas I B merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2015-2019 dan dalam 

rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No.53 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, perihal penyampaian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian 

Kinerja Tahun 2019, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Tahun 2018, Reviu Renstra 2015-2019, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 serta Rencana Kinerja Tahun 2018, 2019, 

dan 2020 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama dengan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja. 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B berupaya untuk mencapai target 

tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP 

yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam 

mempertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas I B sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. 

Dengan berakhirnya Tahun 2018, maka LKjIP Pengadilan Negeri Selong 

Kelas I B Tahun 2018 menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya 

berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri 

khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Selong Kelas I B 

disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama 

kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2018 serta perbandingan dengan 

tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi 
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kewenangan Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. Secara umum hasil capaian 

kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat 

menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019. 

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawaban amanah yang 

diberikan, Pengadilan Negeri Selong Kelas I B telah menyelesaikan penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2018, Reviu Renstra 2015-

2019, Reviu IKU, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 serta Rencana Kinerja 

tahun 2018, 2019, dan 2020 Pengadilan Negeri Selong Kelas I B dalam rangka 

mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Selong Kelas I B.   
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A. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu 

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 

satu tahun anggaran. Seluruh kegiatan  terangkum dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program 

yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan 

dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. 

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara 

hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga 

dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Selong Kelas IB merupakan 

Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini 

juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. 

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menguraikan capaian kinerja Pengadilan 

Negeri Selong Kelas IB dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses 

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan 

tingkat kinerja yang dicapainya. 

Untuk menciptakan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)  

diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, 

kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, 

efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas 

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, 

BAB  I  
PENDAHULUAN 
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adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin 

akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja Aparatur Negara/Pemerintah. 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
 

1. Tugas Pokok 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Selong sebagai salah satu Badan 

Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, 

Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No.08 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang 

No.49 Tahun 2009, beserta penjelasannya.  

 

2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Selong 

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut : 

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan 

dalam tingkat pertama. 

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan 

fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Selong yang berada dibawah 

binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun 

administrasi umum dan pembangunan.  

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, Staf di bawah jajarannya agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 
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4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang 

dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan 

hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh 

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum dan 

Keuangan, serta bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.  

6. Fungsi Lainnya :  

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi 

berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan 

akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh yang 

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. 

(vide : Pasal 52A Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum, jo Undang-undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan 

Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan). 

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. 

(vide : Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, jo 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 

jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK 

Kepala  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 

002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran 

APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan 

dibawahnya ). 
 

3.  Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 
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menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam 

struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa 

melapor kepada siapa. 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.08 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum (sekarang telah diubah denganUndang-undang No.49 Tahun 

2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang 

No.03 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 

2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 

tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas 

pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dam lingkungan Peradilan Umum 

dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : 
 

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial. 

2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) 
 

Personil dan Tugas Pokok Fungsi peradilan pada Pengadilan Negeri Selong 

adalah sebagai berikut : 

Jumlah personil 43 orang, terorganisir dalam jabatan fungsional dengan tupoksi 

menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, 

Hakim-hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera 

Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Jumlah 

personil tersebut terorganisir pula dalam jabatan struktural dengan tupoksi 

menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdri dari Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, serta tenaga honorer. Dari 

jumlah tersebut diatas, Pengadilan Negeri Selong merasakan sangat kurang 

sumber daya manusianya secara kuantitas. 
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Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Struktur 

Organisasi Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tergambar dalam lampiran 

laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut : 

1. Jabatan Pimpinan : 

Pimpinan Pengadilan terdiri dari : 

a. Ketua ; 

b. Wakil Ketua. 

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan 

dibantu oleh Wakil Ketua, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-

undang No.08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan 

Undang-undang No.49 Tahun 2009. 
 

2. Jabatan Fungsional : 

      Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan 

menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari: 

a. Hakim ; 

b. Panitera ; 

c. Panitera Muda Pidana ; 

d. Panitera Muda Perdata ; 

e. Panitera Muda Hukum ; 

f. Panitera Pengganti ; 

g. Jurusita/ Jurusita Pengganti. 
 

3. Jabatan Struktural : 

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan adminitrasi umum ( non 

teknis yudisial ) terdiri dari : 

a. Sekretaris ; 

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana  

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan ; 

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan. 
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C.   Aspek Strategis Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Selong 

masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa 

permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Selong: 

Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai Pengadilan 

Negeri Selong, baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat. 

Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Selong, baik itu 

Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas. 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Selong pada saat ini 

dirasa belum memadai. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki belum 

mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Padahal dengan sarana dan 

Prasarana yang memadai dipercaya mampu meningkatkan kinerja aparat serta 

mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan. 

D. Sistematika Penyajian 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, 

penyusunan LKjIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan 

dimengerti. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sistematika laporan yang 

dianjurkan adalah sebagai berikut : 
 

BAB I.    PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi 
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BAB II.   PERENCANAAN KINERJA 

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan   

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian 

kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.  
 

BAB IV. PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

 
 

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB 

2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 

3. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

4. Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020.  

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019. 

6. SK Tim Penyusunan LKjIP. 
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1.  Rencana Strategis 2015 - 2019 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Tahun 2015-2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan 

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan 

rencana pembangunan nasionalyang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan 

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. 

A. Visi dan Misi 
Visi adalah suatu gambarantentang keadaan masa depan yang diinginkan 

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Selong 

Kelas IB yang mengacu dari visi dan misi Mahkamah Agung RI. 
 

Visi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB : 
 

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SELONG YANG AGUNG ” 
 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Selong Kelas I B  

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. 
 

Misi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Selong  

BAB  II 
PERENCANAAN KINERJA 
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2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Selong  

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Selong  

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . 
 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  

adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penangan perkara melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi. 

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan yang prima dan 

berkualitas. 
 

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun 

kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil reviu sasaran 

Rencana Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Selong Kelas IB adalah 

sebagai berikut : 
 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 
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C. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi 
terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan pokok adalah bagian 
dari program yang dilaksankan oleh satu atau beberapa satuan kerja 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program  

 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan, dilaksanakan dengan Program dan Kegiatan Pokok  sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

  Kegiatan pokok pada program ini adalah Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum. Adapun Program dan Kegiatan tersebut 

untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut : 

- Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel. 

- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

terpinggirkan. 

- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.  

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung  

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung 
 

2. Rencana Kinerja Tahun 2018 
            Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan  

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran 

yang telah ditetapkan  

Rencana Kinerja Tahun 2018 (RKT) menggambarkan target-target yang 

ingin dicapai pada masing-masing sasaran di tahun 2018 dan merupakan tolak 

ukur evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas IB sepanjang Tahun 
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Anggaran 2018. Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  

Tahun 2018berupaya mewujudkan target dan sasaran strategis melalui indikator 

kinerja sebagai berikut : 

Tabel  
RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI SELONG 

NO SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

 
1. Terwujudnya 

Proses Peradilan 
yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 
 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 

 

- Perdata 90% 
- Pidana 95% 

b. Persentase perkara :  
- Perdata 90% 
- Pidana 95% 
yang diselesaikan tepat waktu.  

c. Persentase penurunan sisa 
perkara  : 

 

- Perdata 93% 
- Pidana 84% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan Upaya Hukum : 

 

- Banding 60% 
- Kasasi 60% 
- Peninjauan Kembali 75% 

  e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang diselesaikan dengan Diversi 

95% 

  f. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan. 

76% 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 
 

a. Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu. 

80% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi  

5% 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu. 

80% 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
diputus. 

100% 
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3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan  

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

 
90% 

c. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 
 

100% 

4. 
 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 
 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

80% 

 

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 
 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen 

bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. 

Tabel  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI SELONG 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

 
1. Terwujudnya 

Proses Peradilan 
yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 
 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 

 

- Perdata 90% 
- Pidana 95% 

b. Persentase perkara :  
- Perdata 90% 
- Pidana 95% 
yang diselesaikan tepat waktu.  

c. Persentase penurunan sisa 
perkara  : 

 

- Perdata 93% 
- Pidana 84% 

d. Persentase perkara yang tidak  
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mengajukan Upaya Hukum : 
- Banding 60% 
- Kasasi 60% 
- Peninjauan Kembali 75% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan Diversi 

95% 

f. Index responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan. 

 

76% 

2. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 
 

a. Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu. 

80% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi  

5% 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu. 

80% 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
diputus. 

 

100% 

3. Meningkatnya 
akses peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan  

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

 
90% 

c. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

 

100% 

4. 
 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 
 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

80% 
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4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran 

keberhasilan organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi 
 

Tabel  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI SELONG 

 

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

Jumlah sisa perkara yg diselesaikan x100% 
Jumlah sisa perkara yg harus diselesaikan 
 
Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun 
sebelumnya 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara : 
- Perdata  
- Pidana 
Yang diselesaikan 
tepat waktu 

Jumlah perkara yg diselesaikan  
tahun berjalan                           x100% 
Jumlah perkara yang ada 
 
Catatan : 
- Perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan dengan perkara yang harus 
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara 
yang masuk) 

- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara 
yang diterima tahun berjalan ditambah sisa 
perkara tahun sebelumnya. 

- Penyelesaian perkara tepat waktu = 
perkara yang diselesaikan tahun berjalan.  

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara : 

- Perdata 
- Pidana  

Tn.1 – Tn  x 100% 
Tn.1 
Tn = sisa perkara tahun berjalan 
Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya 
 
Catatan : 
Sisa perkara adalah perkara yang belum 
diputus pada tahun berjalan. 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

d. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum : 

- Banding 
- Kasasi 
- PK 

Jumlah Perkara yang Tidak  
Mengajukan Upaya Hukum x 100% 
Jumlah Putusan Perkara  
 
Catatan : 
-    Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 
- Secara hukum semakin sedikit yang 

mengajukan upaya hukum, maka semakin 
puas atas putusan pengadilan. 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

e. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
diversi 

Jumlah perkara pidana anak yang  
diselesaikan secara diversi             x 100% 
Jumlah perkara pidana anak 
 
Catatan 
Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap 
sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai 
korban  

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

f. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan. 

 
 
 
Catatan : 
PERMENPAN Nomor 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Panitera Laporan 
Semesteran 
dan Laporan 

Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 

a.  Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 

Jumlah isi putusan yg diterima 
          tepat waktu                         x 100% 

Jumlah Putusan 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 
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Penyelesaian 
Perkara 

pihak tepat waktu. Tahunan 
b.  Persentase perkara 

yang diselesaikan 
melalui mediasi 

Jumlah perkara yg diselesaikan  
Melalui Mediasi                       x 100%   

Jumlah perkara yg dilakukan mediasi 
 
Catatan : 
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan  

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

c.  Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan Banding, 
Kasasi, dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

Jumlah berkas perkara yg diajukan  
Banding,kasasi dan PK secara 

 Lengkap                          x 100% 
Jumlah berkas perkara yg dimohon 

kan banding,kasasi, dan PK 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

d. Persentase putusan 
perkara yg menarik 
perhatian 
masyarakat yg 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 hari 
setelah diputus 

Jumlah putusan perkara Tipikor yg 
diupload dalam website           x 100% 
Jumlah perkara Tipikor 

yang diputus 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
Bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a.  Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

Jumlah perkara prodeo yg diselesaikan  
x100% 

Jumlah perkara prodeo 
Catatan : 
Perma No.1 Tahun 2004 tentang 
PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat tidak mampu di pengadilan 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
di luar gedung 
pengadilan  

Jumlah perkara yg diselesaikan diluar 
Gedung pengadilan                    x 

100% 
Jumlah perkara yg seharusnya  

diselesaikan diluar gedung pengadilan 
 
Catatan : 
-  Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman 

pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

-   Diluar gedung pengadilan adalah perkara 
yg diselesaikan diluar kantor pengadilan 
(zetting plaatz, sidang keliling maupun 
gedung-gedung lainnya ) 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum)  

Jumlah pencari keadilan golongan  
Tertentu yg mendapatkan layanan 

Bantuan hukum                       x 
100% 
Jumlah pencari keadilan golongan  

Tertentu 
 

Catatan : 
 Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman 

pemberian layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan  

 Golongan tertentu yakni masyarakat 
miskin dan terpinggirkan (marjinal) 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi)  

Jumlah putusan perkara yang  
ditindaklanjuti                  x 100% 

Jumlah putusan perkara yang 
Sudah BHT 
 

Catatan : 
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 

Panitera Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. PengukuranKinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuanyang 

telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja bukan berartihanya sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  

tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan 

target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat 

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, seperti terlihat pada 

formula berikut: 

 

푪풂풑풂풊풂풏 =  
푹풆풂풍풊풔풂풔풊
푻풂풓품풆풕  풙 ퟏퟎퟎ% 

 

Setelah membandingkan antara realisasi dan target, maka tingkat capaian 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B dapat diketahui. Tingkat capaian keseluruhan 

tahun 2018 sebesar 124,81%. Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja 

BAB  III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
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masing-masing indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada 

tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
 

TARGET 
 

REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang 
pasti, Transparan 
dan Akuntabel 
 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 

   

- Perdata 90% 100% 111,11% 
- Pidana 95% 100% 105,26% 

b. Persentase perkara :    
- Perdata 90% 78,50% 87,22% 
- Pidana 95% 84,98% 89,45% 
yang diselesaikan 
tepat waktu. 
 

   

c. Persentase penurunan 
sisa perkara  : 

   

- Perdata 93% 15,79% 16,98% 
- Pidana 84% 176,47% 210,08% 

d. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan Upaya 
Hukum : 

   

- Banding 60% 87% 145% 
- Kasasi 60% 94,49% 157,48% 
- Peninjauan 

Kembali 
 

75% 96,65% 128,87% 

e. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

 

95% 9,1% 
 

9,58% 

f. Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap 
layanan peradilan. 

 

76% 79,05% 104,01% 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 
 
 
 
 

a. Persentase isi putusan 
yang diterima oleh 
para pihak tepat 
waktu. 
 

80% 100% 125% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi  

 

5% 5,22% 104,4% 
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c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap 
dan tepat waktu. 

80% 86,36% 107,95% 

  d.  Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
putus 

100% 0% 0% 

3. Meningkatnya 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan  

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100% 0% 0% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

90% 100% 111,11% 

c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

4. 
 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

80% 27,08% 33,85% 

NILAI RATA – RATA CAPAIAN 124,81% 

 

Nilai rata-rata capaian Pengadilan Negeri Selong Kelas I B di tahun 2018 

sebesar 124,81% . Hal ini dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B sesuai petunjuk Sekretaris Mahkamah Agung 

RI dalam surat tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 

perihal Review IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, sehingga 

terjadi perubahan Sasaran, Indikator  serta Target Kinerja, yang menyebabkan 

terdapat penurunan dan peningkatan Capaian di beberapa Sasaran, yang 

analisanya akan dijelaskan pada Analisis Capaian Kinerja berikut ini.  
 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna 

melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Analisis 
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capaian kinerja menjelaskan capaian masing-masing indikator sasaran kinerja 

yang telah diperoleh dan perhitungannya mengacu pada data keadaan perkara 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B  sebagai berikut :  

Tabel. 
Keadaan Perkara Pidana dan Perdata 

pada Pengadilan Negeri Selong Kelas IB   
 

SATKER PERKARA 
PIDANA    PERDATA 

Jenis 
Perkara 

Sisa 
2017 

Masuk 
2018 

Putus 
2018 

Sisa 
2018 

Jenis 
Perkara 

Sisa 
2017 

Masuk 
2018 

Putus 
2018 

Sisa 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Pengadilan 
Negeri 
Selong 
Kelas IB   

Pidana 
Biasa 16 249 218 47 Gugatan 55 133 128 60 

Pidana 
Khusus 
Anak 

1 10 11 - Permohonan 2 92 92 2 

Pidana 
Cepat - 33 33 - 

Gugatan 
Sederhana 

- 25 21 4 

Pidana 
Singkat - - - - 

 
    

Pra 
Peradilan - 4 4 - 

     

Pidana 
Tilang - 8976 8976 - 

 
    

TOTAL  
(Kecuali Pidana Tilang) 17 296 266 47 TOTAL 57 250 241 66 

 

Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas I B  tahun 

2018 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

 

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, 

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

 

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) Indikator 

Kinerja, yaitu : 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

c. Persentase penurunan sisa perkara 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. 

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. 
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Sisa perkara adalah sisa perkara tahun 2017 yang belum diputus hingga 

awal tahun 2018. Sisa perkara yang diselesaikan adalah sisa perkara tahun 2017 

yang diselesaikan pada tahun 2018. Sisa perkara yang harus diselesaikan adalah 

sisa perkara tahun 2017 yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018. 

Target sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 untuk 

masing – masing perkara Perdata, Pidana, adalah 90 % dan 95 %, seperti 

digambarkan pada tabel berikut :  

No Indikator Kinerja 
Tahun 2018 

Target 

1. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

90% 
95% 

 

Realisasi sisa perkara yang diselesaikan diperoleh dengan membandingkan 

antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang 

harus diselesaikan, dikali 100 %. 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풔풊풔풂 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품
풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏

푱풖풎풍풂풉 풔풊풔풂 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풉풂풓풖풔
풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏

 풙 ퟏퟎퟎ % 

Capaian sisa perkara yang diselesaikan diperoleh dengan membandingkan 

antara realisasi dengan target, dikali 100 %. 

 

푪풂풑풂풊풂풏 =  
푹풆풂풍풊풔풂풔풊
푻풂풓품풆풕

 풙 ퟏퟎퟎ % 

 

Indikator Kinerja a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
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Persentase sisa perkara yang diselesaikan untuk masing – masing jenis perkara 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2017 berjumlah 57 perkara dan 

sudah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2018 sebanyak 57 perkara yang terdiri 

dari 55 dan 2 perkara gugatan.  

Tabel berikut menggambarkan penyelesaian sisa perkara perdata pada 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B : 
 

SATKER PERKARA PERDATA 
Jenis Perkara Sisa Perkara  

Tahun  2017 
Sisa Perkara 2017 

 diputus 2018 
Pengadilan 
Negeri Selong 
Kelas IB  

Gugatan 55 55 
Permohonan 2 2 

Gugatan 
Sederhana - - 

TOTAL 57 57 
 

Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja pada tahun 

2018 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =
푆푖푠푎 푝푒푟푘푎푟푎 푝푒푟푑푎푡푎 푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛

푆푖푠푎 푝푒푟푘푎푟푎 푝푒푟푑푎푡푎 푦푎푛푔 ℎ푎푟푢푠 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛  푥 100 % 

=
57
57  푥 100% 

= 100 %   
 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

111,11%. 
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
100 % 
90 %  푥 100 % 

= 111,11 % 
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Data capaian tersebut menunjukkan bahwa persentase sisa perkara 

perdata yang harus diselesaikan telah melebihi capaian target yang telah 

ditetapkan, yakni sebesar 90%. 

Hasil capaian penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2018 kemudian 

dibandingkan dengan hasil capaian penyelesaian sisa perkara perdata tahun 

2017 : 
 

No Indikator Kinerja Capaian 
Tahun 2017 Tahun 2018 

1. Persentase sisa perkara 
perdata yang diselesaikan 

100% 111,11% 

 

Berdasarkan data tersebut, capaian penyelesaian sisa perkara perdata di 

tahun 2018 dengan capaian penyelesaian sisa perkara perdata di tahun 2017 

adalah sebesar 111,11%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sisa 

perkara perdata tahun sebelumnya telah diselesaikan seluruhnya di tahun 

berjalan, dan tidak terdapat penurunan capaian dari tahun 2017 ke tahun 2018. 

 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana 

Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2017 berjumlah 17 perkara dan 

sudah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2018 sebanyak 17 perkara yang terdiri 

dari 16 perkara pidana biasa dan 1 perkara pidana khusus Anak.  

Tabel berikut menggambarkan penyelesaian sisa perkara pidana pada 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B : 
 

SATKER PERKARA PIDANA 
Jenis Perkara Sisa perkara 

Tahun 2017 
Sisa Perkara 2017 

 diputus 2018 
Pengadilan 
Negeri Selong 
Kelas IB  

Pidana Biasa 16 16 
Pidana Khusus 

Anak 
1 1 

Pidana Cepat - - 
Pidana Singkat - - 

Pra Peradilan - - 
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Pidana Tilang - - 

TOTAL 17 17 
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja pada tahun 

2018 adalah sebesar 95%, dengan perhitungan sebagai berikut:   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =
푆푖푠푎 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎 푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛

푆푖푠푎 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎 푦푎푛푔 ℎ푎푟푢푠 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛  푥 100 % 

=
17
17  푥 100% 

= 100 %   

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95%. 

 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
100 % 
95 %  푥 100 % 

= 105,26 % 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa persentase sisa perkara pidana 

yang harus diselesaikan telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan, 

yakni sebesar 105,26 %. 

Hasil capaian penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2018 kemudian 

dibandingkan dengan hasil capaian penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2017  
 

No Indikator Kinerja Capaian 
Tahun 2017 Tahun 2018 

1. Persentase sisa perkara 
pidana yang diselesaikan 

100% 105,26% 

 

Berdasarkan data tersebut, capaian penyelesaian sisa perkara pidana di 

tahun 2018 dengan capaian penyelesaian sisa perkara pidana di tahun 2017 

adalah sebesar 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sisa 

perkara pidana tahun sebelumnya telah diselesaikan seluruhnya di tahun 

berjalan, dan tidak terdapat penurunan capaian dari tahun 2017 ke tahun 2018. 
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Persentase target, realisasi dan capaian indikator kinerja Sisa perkara yang 

diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel. Indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan : 

N
o Indikator Kinerja Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian 
1. Persentase sisa 

perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

90% 
95% 

 

 
 

100% 
100% 

 

 
 

111,11% 
105,26% 

 
 

Perbandingan capaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 

capaian sisa perkara yang diselesaikan tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

No Indikator 
Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 
 
 

100% 
100% 

 

 
 
 

100% 
100% 

 

 
 
 

100% 
100% 

 

 
 
 

90% 
95% 

 

 
 
 

100% 
100% 

 

 
 
 

111,11% 
105,26% 

 
 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian sisa perkara 

untuk perkara Perdata, Pidana, dalam 2 tahun terakhir sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sisa perkara tahun sebelumnya telah diselesaikan 

seluruhnya pada tahun berjalan.Hal ini menunjukkan kinerja Kepaniteraan, 

Hakim dan Panitera Pengganti yang baik dan memenuhi target penyelesaian sisa 

perkara yang telah ditetapkan.  
 

 
 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan perkara yang 

diselesaikan pada tahun berjalan. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu diperoleh dengan membandingkan antara jumlah perkara yang 

diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. 

Indikator Kinerja b : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 
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푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품
풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏 풕풂풉풖풏 풃풆풓풋풂풍풂풏
푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풂풅풂  풙 ퟏퟎퟎ % 

 

 

Target perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk masing – masing jenis 

perkara Perdata, Pidana adalah 90% dan 95%, seperti digambarkan pada tabel 

berikut : 

No Indikator Kinerja Tahun 2018 
Target 

1. Persentase perkara  
- Perdata 
- Pidana 

 
90% 
95% 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktuuntuk perkara Perdata, 

Pidana, diuraikan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu 
 

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2017 berjumlah 57 perkara. 

Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2018 berjumlah 250 perkara, 

dengan demikian perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 307 

perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 241 perkara, sehingga sisa perkara 

yang belum diputus sebanyak 66 perkara.  

Tabel berikut menggambarkan penyelesaian perkara perdata tepat waktu 

tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  : 

Tabel.  Penyelesaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 

2018 

Jenis Perkara Sisa 2017 
Masuk 
2018 

Jumlah 
Perkara 

yang harus 
diselesaikan 

Jumlah 
perkara 

yang telah 
putus 

Sisa  2018 

Gugatan 55 133 188 128 60 

Permohonan 2 92 94 92 2 

Gugatan Sederhana - 25 25 21 4 

Jumlah 57 250 307 241 66 
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Target penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2018, 

sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 

90 %. 

Realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2018 adalah sebesar 

78,50%, dengan perhitungan sebagai berikut : 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푒푟푑푎푡푎 
푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛 푡푎ℎ푢푛 푏푒푟푗푎푙푎푛

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푒푟푑푎푡푎
 푦푎푛푔 푎푑푎 (푠푖푠푎 2017 + 푚푎푠푢푘 2018)

 푥 100 % 

=
241
307  푥 100% 

= 78,50 %   

 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk penyelesaian perkara tepat waktu 

adalah sebesar 87,22 %. 
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
78,50 % 

90 %  푥 100 % 

= 87,22 % 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata 

tepat waktu pada tahun 2018 kurang dari target yang telah ditetapkan. 

Hasil capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2018 

kemudian dibandingkan dengan capaian penyelesaian perkara perdata tepat 

waktu tahun 2017, yang digambarkan pada tabel berikut 

 
Jenis Perkara 

Perdata 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Masuk Selesai Realisasi Masuk Selesai Realisasi 

Gugatan  153 157 102,6% 188 128 68,09% 

Permohonan 75 74 98,66% 94 92 97,87% 
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Gugatan Sederhana 5 4 80% 25 21 84% 

Total Realisasi 233 235 100,8% 307 241 78,50% 

Capaian Tahun 2017 118,65% Capaian Tahun 2018 87,22% 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian 

perkara perdata tepat waktu di tahun 2018 berkurang dari tahun 2017 sebesar 

118,65% menjadi 87,22%, di tahun 2018, atau terdapat pengurangan capaian 

sejumlah 31,43%.  

2. Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu 
 

Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2017 berjumlah 17 perkara. 

Jumlah perkara pidana yang masuk pada tahun 2018 berjumlah 296 perkara, 

dengan demikian perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 313 

perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 266 perkara, sehingga sisa perkara 

yang belum diputus sebanyak 47 perkara. 

Tabel berikut menggambarkan penyelesaian perkara pidana tepat waktu 

tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Selong Kelas IB : 

Tabel.  Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2018 

Jenis Perkara Sisa 
2017 

Masuk 
2018 

Jumlah Perkara yang 
harus diselesaikan 

Jumlah perkara 
yang telah putus 

Sisa  
2018 

Pidana Biasa 16 249 265 218 47 
Pidana Khusus Anak 1 10 11 11 - 
Pidana Cepat - 33 33 33 - 
Pidana Singkat - - - - - 
Pra Peradilan - 4 4 4 - 

Jumlah 17 296 313 266 47 

Target penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2018, 

sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 

95 %. 

Realisasi penyelesaian perkara pidana pada tahun 2018 adalah sebesar 

84,98 %, dengan perhitungan sebagai berikut:  
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푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎 
푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛 푡푎ℎ푢푛 푏푒푟푗푎푙푎푛

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎
 푦푎푛푔 푎푑푎 (푠푖푠푎 2017 + 푚푎푠푢푘 2018)

 푥 100 % 

=
266
313  푥 100% 

= 84,98 %   

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk penyelesaian perkara pidana tepat 

waktu adalah sebesar 99,98 %. 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
84,98 % 

95 %  푥 100 % 

= 89,45 % 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana 

tepat waktu pada tahun 2018 telah kurang dari target yang telah ditetapkan. 

Hasil capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu tahun 2018 

kemudian dibandingkan dengan capaian penyelesaian perkara pidana tepat 

waktu tahun 2017, sebagai berikut : 

Jenis Perkara Pidana Tahun 2017 Tahun 2018 
Masuk Selesai Realisasi Masuk Selesai Realisasi 

Pidana Biasa 266 269 101,12% 265 218 82,26 
Pidana Khusus Anak 11 11 100% 11 11 100 % 
Pidana Cepat 50 50 100% 33 33 100 % 
Pidana Singkat - - - - - - 
Pra Peradilan 2 2 100% 4 4 100 % 
Total Realisasi 329 332 100,91% 313 266 84,98 % 

Capaian Tahun 2017 118,7% Capaian Tahun 2018 89,45 % 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian 

perkara pidana tepat waktu di tahun 2018 menurun dari tahun 2017 sebesar 

118,7 % menjadi 89,45 %, di tahun 2018, atau terdapat penurunan capaian 

sejumlah 29,25 %. 
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Perbandingan capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 

2018 dan capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah 

sebagai berikut : 
 

Tabel. Perbandingan capaian penyelesaian perkara tepat waktu 
tahun 2017 dan tahun 2018 : 

 

No Indikator 
Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
perkara  
- Perdata 
- Pidana 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

 
 

85% 
85% 

 

 
 

100,8% 
100,91% 

 

 
 

118,65% 
118,7% 

 

 
 

90% 
95% 

 

 
 

78,50% 
84,98% 

 

 
 

87,22% 
89,45% 

 

 
 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian untuk Penyelesaian perkara 

tepat waktu untuk perkara Perdata 2018 mengalami penurunan capaian dari 

capaian di tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Kepaniteraan, Hakim dan 

Panitera Pengganti yang kurang baik dan sedikit berkurang dari target capaian 

yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak demikian untuk perkara Pidana 

disebabkan karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun 2018, sehingga 

menjadi perkara yang belum diselesaikan di tahun 2018. 

 

 

Sisa perkara merupakan perkara yang belum diputus pada tahun 2018. 

Persentase penurunan sisa perkara diperoleh dengan membandingkan antara 

selisih jumlah sisa perkara tahun 2017 dengan jumlah sisa perkara tahun 2018. 
 

      푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  
푻풏.ퟏ − 푻풏
푻풏.ퟏ  풙 ퟏퟎퟎ % 

 
      Tn     = sisa perkara tahun berjalan 

      Tn.1  = sisa perkara tahun sebelumnya 

      Catatan : sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada  

tahun   berjalan 

Indikator Kinerja c : Persentase penurunan sisa perkara 
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Target penurunan sisa perkara untuk masing-masing perkara Perdata, 

Pidana pada tahun 2018 adalah 93 % dan 84%, seperti digambarkan pada tabel 

berikut : 

No Indikator Kinerja 
Penurunan Sisa Perkara 

Target 

1. Perdata 93% 
2. Pidana 84% 

 

 Realisasi dan capaian indikator kinerja Penurunan sisa perkara pada tahun 

2018 untuk masing-masing perkara diuraikan sebagai berikut :  
 

1. Penurunan sisa perkara Perdata 
 

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2017 berjumlah 57 perkara, 

yang terdiri dari 55 perkara gugatan, 2 perkara permohonan, dan 0 perkara 

gugatan sederhana. Sedangkan sisa perkara perdata pada akhir Desember 2018 

berjumlah 66 perkara yang terdiri dari 60 perkara gugatan, 2 perkara 

permohonan dan 4 perkara gugatan sederhana. 

Tabel berikut menggambarkan penurunan sisa perkara pada Pengadilan 

Negeri Selong Kelas I B  pada tahun 2018 : 

Tabel.Penurunan sisa perkara perdata tahun 2018 : 

PERDATA 
Jenis Perkara Sisa 2017 Sisa 2018 

Gugatan 55 60 
Permohonan 2 2 

Gugatan Sederhana - 4 
Total 57 66 

 

Target penurunan sisa perkara perdata pada Tahun 2018, sebagaimana 

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 93 %. 

Realisasi penurunan sisa perkara pada tahun 2018 adalah sebesar 15,79 

%,dengan perhitungan sebagai berikut:  

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =
푇푛. 1 − 푇푛
푇푛. 1  푥 100 % 
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=
57 − 66

57  푥 100% 

= 15,79 %   

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

16,98%. 
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
15,79 % 

93 %  푥 100 % 

= 16,98% 

2. Penurunan sisa perkara Pidana 

Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2017 berjumlah 17 perkara, yang 

terdiri dari 16 perkara pidana biasa dan 1 perkara pidana khusus anak. 

Sedangkan sisa perkara pidana pada akhir Desember 2018 berjumlah 47 perkara 

yang terdiri dari 47 perkara pidana biasa dan 0 perkara pidana khusus anak. 

Tabel berikut menggambarkan penurunan sisa perkara pidana pada Pengadilan 

Negeri Selong Kelas I B tahun 2018: 

Tabel penurunan sisa perkara pidana tahun 2018 : 
 

PIDANA 
Jenis Perkara Sisa 2017 Sisa 2018 
Pidana Biasa 16 47 

Pidana Khusus Anak 1 - 
Pidana Cepat - - 

Pidana Singkat - - 
Pra Peradilan - - 

Total 17 47 
 

Target penurunan sisa perkara pidana pada tahun 2018, sebagaimana 

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 84 %. 

Realisasi penurunan sisa perkara pidana pada tahun 2018 adalah sebesar 

176,47%, dengan perhitungan sebagai berikut:  



 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 

 

 

 

 

3
 

32 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =
푇푛. 1 − 푇푛
푇푛. 1  푥 100 % 

=
17 − 47

17  푥 100% 

= 176,47 %  
 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

210,08%. 
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

= %100  
84

47,176 x  

% 210,08   

Persentase target, realisasi dan capaian indikator kinerja Penurunan sisa 

perkara pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel. Indikator kinerja penurunan sisa perkara : 

N
o 

Indikator Kinerja 
Penurunan Sisa Perkara 

Target Realisasi Capaian 

1. Perdata 93% 15,79% 16,98% 
2. Pidana 84% 176,47% 210,08% 

 

Perbandingan capaian penurunan sisa perkara pada tahun 2018 dan 

capaian penurunan sisa perkara tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

Tabel. Perbandingan capaian penurunan sisa perkara 
tahun 2017 dan tahun 2018 : 

 

No Indikator 
Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
penurunan 
perkara  
- Perdata 
- Pidana 

 
 
 

15 % 
15 % 

 
 
 

3,33 % 
15 % 

 
 
 

22,2 % 
100 % 

 
 
 

93% 
84% 

 
 
 

15,79% 
176,47% 

 
 
 

16,98% 
210,08% 
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi 
dan peninjauan kembali diperoleh dengan membandingkan antara jumlah 
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풕풊풅풂풌
풎풆풏품풂풋풖풌풂풏 풖풑풂풚풂 풉풖풌풖풎
푱풖풎풍풂풉 풑풖풕풖풔풂풏 풑풆풓풌풂풓풂  풙 ퟏퟎퟎ % 

                        Catatan:  
 Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK 
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka 

 semakin puas atas putusan pengadilan. 

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018 untuk perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja 
Tahun 2018 

Target 
1. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 
hukum  
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

 
 
 

60% 
60% 
75% 

 

Realisasi dan Capaian indikator kinerja Perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2018 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 

sejumlah 66 perkara banding yang terdiri dari 57 perkara perdata, 9 perkara 

pidana. Sedangkan jumlah putusan perkara tahun 2018 sejumlah 508 perkara 

yang terdiri dari 242 putusan perkara perdata (185 putusan tidak mengajukan 

Indikator Kinerja d : Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya   
Hukum : Banding, Kasasi, PK 
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upaya hukum), 266 putusan perkara pidana (257 putusan tidak mengajukan 

upaya hukum).  

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding tahun 2018pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B: 

Tabel.  Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 
Tahun 2018 

 

Jenis Perkara Jumlah 
Putusan 

Jumlah Yang tidak 
Pengajuan 

Banding 

Jumlah Pengajuan 
Banding 

Perkara Perdata 242 185 57 
Perkara Pidana 266 257 9 
Total 508 442 66 

 
Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah sebesar 87%, dengan perhitungan sebagai berikut: 
   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푡푖푑푎푘 푚푒푛푔푎푗푢푘푎푛 
푢푝푎푦푎 ℎ푢푘푢푚 푏푎푛푑푖푛푔
퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛 푝푒푟푘푎푟푎  푥 100 % 

% 100  
508
442  x  

% 87     
 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 145 

%. 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
60
87 x  

% 145   

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi dari target yang ditetapkan 

sebesar 60%. 
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Target,realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018ditampilkan 

pada tabel berikut ini: 

 
Tabel. Indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

(Banding) : 
 

N
o 

Indikator Kinerja Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian 

1. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan Upaya   
Hukum Banding 

60% 87% 145% 

 

Hasil capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada 

tahun 2018 kemudian dibandingkan dengan hasil capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2017, digambarkan pada tabel 

berikut :  

Tabel.  Realisasi dan Capaian Indikator Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum (Banding) : 

No Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum  
- Banding 

 
85% 

 
86,24% 

 
101,4% 

 
60% 

 
87% 

 
145% 

 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 

sebesar 101,4 % menjadi 145%. Atau terdapat peningkatan capaian perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 43,6%. 

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh adanya pengurangan target 

capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2018, 

yang semula di tahun 2017 ditargetkan sebesar 85%, pada tahun 2018 target 

ditingkatkan menjadi 60%, sehingga capaian pada tahun 2018 terlihat jauh 
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meningkat, hal ini menunjukkan pula bahwa tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas I B meningkat di tahun 2018. 

 
2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 

sebanyak 28 perkara kasasi yang terdiri dari 25 perkara Perdata, 3 perkara 

Pidana. Sedangkan jumlah putusan perkara tahun 2018 sebanyak 508 perkara 

yang terdiri dari 242 putusan perkara perdata (217 putusan tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi), 266 putusan perkara pidana (263 putusan tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi). Tabel berikut menggambarkan keadaan 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2018pada Pengadilan 

Negeri Selong Kelas I B. 

Tabel.  Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
Pada tahun 2018 

 

Jenis Perkara Jumlah 
Putusan 

Jumlah yang tidak 
mengajukan 

kasasi 

Jumlah 
Pengajuan 

Kasasi 
Perkara Perdata 242 217 25 

Perkara Pidana 266 263 3 

Total 508 480 28 

 

Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah sebesar 94,49%, dengan perhitungan sebagai berikut: 

   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푡푖푑푎푘 푚푒푛푔푎푗푢푘푎푛 
푢푝푎푦푎 ℎ푢푘푢푚 푘푎푠푎푠푖

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛 푝푒푟푘푎푟푎  푥 100 % 

% 100  
508
480 x  

% 94,49     
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

157,48%. 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
60

94,49 x  

% 157,48   

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi dari target yang ditetapkan 

sebesar 60%. 

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018 

ditampilkan pada tabel berikut ini: 
 

Tabel. Indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukumKasasi 
 

N
o 

Indikator Kinerja Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian 

1. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan Upaya   
Hukum Kasasi. 

60% 94,49% 157,48% 

 
Hasil capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada 

tahun 2018 kemudian dibandingkan dengan hasil capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2017, digambarkan pada tabel 

berikut : 

Tabel. Realisasi dan capaian indikator kinerja perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukumKasasi 

 
No Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 
1. 
 

Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum  
- Kasasi 

90% 89,59% 99,54% 60% 94,49% 157,48% 
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Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 

sebesar 99,54% menjadi 157,48% atau terdapat peningkatan capaian perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar57,94%. 

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh adanya penurunan target capaian 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018, yang 

semula di tahun 2017 ditargetkan sebesar 90%, pada tahun 2018 target 

ditingkatkan menjadi 60%, sehingga capaian pada tahun 2018 terlihat jauh 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

Putusan Pengadilan Tingkat Banding semakin meningkat di tahun 2018. 

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) 

pada tahun 2018 adalah 17 perkara PK yang terdiri dari 17 perkara perdata 

sedangkan untuk perkara pidana nihil (0). Jumlah putusan perkara tahun 2018 

adalah 508 perkara yang terdiri dari 242 putusan perkara perdata (225 perkara 

tidak mengajukan upaya hukum PK), 266 putusan perkara pidana (266 putusan 

tidak mengajukan upaya hukum PK).  

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum PK tahun 2018pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B  : 

Tabel.  Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 
 
 

Jenis Perkara Jumlah 
Putusan 

Jumlah yang Tidak 
Mengajukan PK 

Jumlah 
Pengajuan PK 

Perkara Perdata 242 225 17 

Perkara Pidana 266 266 0 

Total 508 491 17 

Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah sebesar 96,65%, dengan perhitungan sebagai berikut: 
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푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푡푖푑푎푘 푚푒푛푔푎푗푢푘푎푛 
푢푝푎푦푎 ℎ푢푘푢푚 푃퐾

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛 푝푒푟푘푎푟푎  푥 100 % 

% 100  
508
491 x  

% 96,65     

 
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

128,87%. 

 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
75

96,65 x  

% 128,87   

 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 telah melebihi dari target yang 

telah ditetapkan sebesar 75%.  

Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018ditampilkan pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel. Indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 
 

No Indikator Kinerja Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian 

1. 

Persentase perkara yang 
tidak mengajukan Upaya   
Hukum Peninjauan 
Kembali 

75% 96,65% 128,87% 
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Hasil capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 

2018 kemudian dibandingkan dengan hasil capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2017, digambarkan pada tabel berikut :  

Tabel. Realisasi dan capaian indikator kinerja perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukumPK  

 

No Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum  
- Peninjauan 

Kembali 

 
98% 

 
98,4% 

 
100,4% 

 
75% 

 
96,65% 

 
128,87% 

 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 menurun dari tahun 2017 

sebesar 100,4% menjadi 128,87%, atau terdapat peningkatan capaian perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum PK sejumlah 28,47%. 

 

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh adanya penurunan target capaian 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018, yang semula 

di tahun 2017 ditargetkan sebesar 98%, pada tahun 2018 target diturunkan 

menjadi 75%, sehingga capaian pada tahun 2018 terlihat meningkat. Hal ini 

menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Putusan Kasasi ditahun 

2018 meningkat. 

 

Realisasi dan Capaian indikator kinerja “perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali” pada tahun 2018 serta 

perbandingannya dengan tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel. Indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukumBanding, Kasasi, PK 

No Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum  
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan 

Kembali 

 
 
 
 

85% 
90% 
98% 

 

 
 
 

86,24% 
89,59% 
98,4% 

 
 
 

101,4% 
99,54% 
100,4% 

 
 
 
 

60% 
60% 
75% 

 

 
 
 

87% 
94,49% 
96,65% 

 
 
 

145% 
157,48% 
128,87% 

 

 

 

 

 

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi diperoleh 

dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan 

secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak. 
 
 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풑풊풅풂풏풂 풂풏풂풌
풚풂풏품 풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏 풔풆풄풂풓풂 풅풊풗풆풓풔풊
푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풑풊풅풂풏풂 풂풏풂풌  풙 ퟏퟎퟎ % 

  

Catatan : 

 Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku 

Kejahatan, melainkan sebagai korban. 

 
 

Target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi, 

sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 

95 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 ditampilkan 

pada tabel berikut ini: 
 

Indikator Kinerja e : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan 
dengan Diversi 
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Tabel.  Indikator kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan 
diversi 

 

 

N
o 

Indikator Kinerja Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian 

1. Persentase perkara pidana 
anak yang diselesaikan secara 
diversi 

95% 0 0 

 

Jumlah perkara pidana anak yang harus diselesaikan pada tahun 2018 adalah 

11 perkara yang terdiri dari 1 sisa perkara pidana anak tahun 2017 dan 10 

perkara pidana anak yang masuk tahun 2018. Dalam hal ini tidak ada perkara 

pidana anak yang diselesaikan secara diversi. Tabel berikut menggambarkan 

keadaan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi tahun 2018 pada 

Pengadilan Negeri Selong Kelas IB : 
 

Tabel. Keadaan perkara pidana anak  
yang diselesaikan secara diversi tahun 2018 

 
Jenis Perkara Jumlah Perkara 

anak 
Diajukan 
Diversi 
2018 

Diversi yang 
Diproses 2018 Tidak Diproses 

Diversi Sisa 
2017 

Masuk 
2018 

Berhasil Gagal 

PidanaKhusus Anak 1 10 9 1 0 8 
 

 

Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah 9,1 %, dengan perhitungan sebagai berikut: 
   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎 푎푛푎푘 
푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛 푠푒푐푎푟푎 푑푖푣푒푟푠푖
퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푝푖푑푎푛푎 푎푛푎푘  푥 100 % 

=  
1

11  푥 100 % 

= 9,1 %   
 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

9,58%. 
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퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=  
9,1
95  푥 100 % 

 = 9,58 % 

Data capaian Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada 

tahun 2018 adalah sama dengan capaian pada tahun 2017, yang mana pada 

tahun 2017 Indikator kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan Diversi tidak ada (nihil). 

 

 

 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari 

keadilan, Pengadilan Negeri Selong Kelas IB melakukan survei terhadap kepuasan 

masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . Survei ini 

bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di 

Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, sehingga selanjutnya dapat ditetapkan 

langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . 

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

Pelayanan di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB . 
 

Survei Kepuasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 

tanggal 2 Mei 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Indikator Kinerja f : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan. 
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Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan 

Desember 2018 terhadap 150 orang responden dengan menggunakan 

kuesionerberisi 9 variabel pengukuran atau 9 ruang lingkup pertanyaan yang 

terdiri dari : 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative. 

2.  Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3.  Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4.  Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5.  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6.  Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7.  Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8.  Maklumat Pelayanan 
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Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

9.  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simple 

random sampling dengan responden yang terdiri dari: 

1. Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari instansi: 

a. Rumah Tahanan kelas IIB Lombok Timur 

b. Penyidik Kepolisian Resor Lombok Timur 

c. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong  

2. Advokat/Pengacara. 

3. Terdakwa. 

4. Para pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat. 

5. Masyarakat lainnya selaku pengguna layanan pengadilan. 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengukur kepuasan masyarakat 

pencari keadilan adalah metode penelitian kuantitatif yang datanya berupa 

angka-angka, yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.  

Sebelum melakukan survei, Pengadilan Negeri Selong Kelas IB  telah 

menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,00 % (tujuh 

puluh koma nol nol perseratus). Dan setelah dilakukan analisis terhadap hasil 

survei, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,05% (tujuh puluh 

sembilan koma nol lima perseratus). 

Berdasarkan data tersebut maka capaian indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah sebesar 104,01%, dengan perhitungan sebagai berikut: 

   
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

 



 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 

 

 

 

 

4
 

46 

=  
79,05 %
76,00 %  푥 100 % 

= 104,01% 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Selong Kelas 

IB telah mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari target yang 

telah ditetapkan sebesar 76 %. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan Pengadilan 

Negeri Selong Kelas I B berada pada kategori BAIK ( pada interval 62.51 s/d 

81.25) 

 

 

 

SASARAN II :        PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN 

PENYELESAIAN PERKARA 
 

 

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, 

dengan target seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:  

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

1. Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak 
tepat waktu. 

80% 100% 125% 

2. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 
 

5% 5,22% 104,4% 

3. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara lengkap 
dan tepat waktu. 
 

80% 86,36% 107,95% 

4. Persentase putusan perkara 
yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus 

100% 0% 0% 
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Analisa terhadap capaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu diperoleh 

dengan membandingkan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan 

jumlah putusan. 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풊풔풊 풑풖풕풖풔풂풏 풚풂풏품
풅풊풕풆풓풊풎풂 풕풆풑풂풕 풘풂풌풕풖

푱풖풎풍풂풉 풑풖풕풖풔풂풏  풙 ퟏퟎퟎ % 

 

Target isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sebagaimana 

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar80%.  

Jumlah putusan perkara pada tahun 2018 adalah 508 perkara yang terdiri 

dari 242 putusan perkara perdata, 266 putusan perkara pidana. Semua isi 

putusan tersebut sudah diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut 

menggambarkan putusan perkara tahun 2018 yang diterima para pihak  tepat 

waktu pada Pengadilan Negeri Selong Kelas IB : 
 

Tabel.  Putusan perkara tahun 2018 yang diterima para pihak  tepat waktu 
 

Jenis Perkara Jumlah Putusan 
Jumlah isi putusan yang 

diterima  oleh para pihak 
tepat waktu 

Perkara Perdata 242 242 
Perkara Pidana 266 266 
Total 508 508 

 

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada 

tahun 2018 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 1. : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak 
tepat waktu. 
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푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푖푠푖 푝푢푡푢푠푎푛 푦푎푛푔 푑푖푡푒푟푖푚푎  
푡푒푝푎푡 푤푎푘푡푢

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛  푥 100 % 

% 100  
508
508  x  

% 100     
 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 125%. 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
80

100  x  

% 125    

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa Isi putusan yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan, 

yakni 125 %. 

 

 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi diperoleh dengan 

membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏
풎풆풍풂풍풖풊 풎풆풅풊풂풔풊

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풅풊풍풂풌풖풌풂풏
풎풆풅풊풂풔풊

 풙 ퟏퟎퟎ % 

 

       Catatan : Perma No.1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan 

 

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan 

melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 5 %. 

Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
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Jumlah perkara perdata gugatan dan gugatan sederhana yang masuk pada 

tahun 2018antara lain 133 perkara perdata gugatan dan 25 perkara gugatan 

sederhana. Jumlah mediasi yang diproses dalam tahun 2018 sebanyak 158 

mediasi, dimana yang diproses menjadi akta damai hanya 6 perkara. Tabel 

berikut menggambarkan perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018 

pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 

 
Tabel. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

Jenis Perkara 
Jumlah Perkara  Diajukan 

Mediasi 
2018 

Mediasi yang 
Diproses 2018 Tidak 

Diproses 
Mediasi Sisa 

2017 
Masuk 
2018 

Akta 
Damai 

Gagal 

Perdata Gugatan dan 
Gugatan Sederhana 55 158 115 6 109 18 

 

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada 

tahun 2018 adalah sebesar 5,22 % dengan perhitungan sebagai berikut: 

   

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛   
푚푒푙푎푙푢푖 푚푒푑푖푎푠푖

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푑푖푙푎푘푢푘푎푛 푚푒푑푖푎푠푖  푥 100 % 

% 100  
115

6  x  

% 5,22      

 
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

104,4%, dengan perhitungan sebagai berikut : 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
5

5,22  x  

% 104,4    
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Data capaian tersebut menunjukkan bahwa perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi melebihi capaian target yang ditetapkan sebesar 5%. 

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi” pada tahun 2018 serta perbandingannya dengan 

tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel. Indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

No Indikator Kinerja 
Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 
1. Persentase 

perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

10% 2,36% 23,6% 5% 5,22% 104,4% 

 

 

Dari tabel tersebut, capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi di 

tahun 2018 mengalami peningkatan dari 23,6% di tahun 2017 menjadi 104,4%. 

Atau terdapat kenaikan sebesar 80,8%. Hal ini selain disebabkan karena 

menurunnya target capaian di tahun 2018 sebesar 5 %, sedangkan pada tahun 

2017 hanya sebesar 10%, peningkatan ini juga diakibatkan karena bertambahnya 

keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi. 

 

 

 
  

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu diperoleh dengan membandingkan Jumlahberkas 

perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan 

Jumlahberkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK. 
 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풃풆풓풌풂풔 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품
풅풊풂풋풖풌풂풏 풃풂풏풅풊풏품,풌풂풔풂풔풊 풅풂풏 푷푲 풔풆풄풂풓풂 풍풆풏품풌풂풑 

푱풖풎풍풂풉 풃풆풓풌풂풔 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풅풊풎풐풉풐풏풌풂풏
풃풂풏풅풊풏품,풌풂풔풂풔풊,풅풂풏 푷푲 

풙 ퟏퟎퟎ% 

 

Indikator Kinerja 3 : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,  
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. 
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Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan 

melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 80%. 

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding 

selama tahun 2018 adalah sebanyak 59 berkas perkara, yang terdiri dari 52 

berkas perkara banding perdata dan 7 berkas perkara banding pidana. 

Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding tahun 2018pada 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 
 

Tabel.  Upaya Hukum Banding Tahun 2018 

Jenis Perkara Sisa 2017 Masuk 2018 Cabut 2018 Kirim 2018 Sisa2018 

Perkara Perdata 7 50 2 52 3 

Perkara Pidana - 7 - 7 - 

Total 7 57 2 59 3 

 

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama 

tahun 2018 adalah sebanyak 24 berkas perkara, yang terdiri dari 21 berkas 

perkarakasasi perdata dan 3 berkas perkara kasasi pidana. Tabel berikut 

menggambarkan Upaya Hukum Kasasi tahun 2018pada Pengadilan Negeri Selong 

Kelas I B. 

Tabel.  Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 

Jenis Perkara Sisa 2017 Masuk 
2018 

Cabut 
2018 

Kirim 
2018 

Sisa 2018 Keterangan 

Perkara Perdata 1 24 - 21 4 TMSF : 1 
Perkara Pidana 1 3 - 3 1 TMSF : 2 

Total 2 27 - 24 5 - 
 

Berkas perkara peninjauan kembali yang telah dikirim ke Mahkamah Agung 

RI selama tahun 2018 adalah sebanyak 15 berkas perkara, yang semuanya 

merupakan perkara perdata. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 
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Tabel.  Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018 

Jenis Perkara Sisa 2017 Masuk 2018 Cabut 
2018 

Kirim 2018 Sisa 
2018 

Perkara Perdata 2 15 - 12 5 
Perkara Pidana - - - - - 

Total 2 15 - 12 5 

 

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang telah 

dikirim sebanyak 95 berkas perkara, yang terdiri dari 59 berkas perkara banding 

yang dikirim ke pengadilan tingkat banding, 24 berkas perkara kasasi dan 12 

berkas perkara PK yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI. Tabel berikut 

menggambarkan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada 

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B  tahun 2018. 

Tabel.  Upaya Hukum Tahun 2018 

Upaya Hukum Sisa 2017 Masuk 2018 Cabut 
2018 

Kirim 2018 Sisa 
2018 

Banding 7 57 2 59 3 
Kasasi 2 27 - 24 5 
PK 2 15 - 12 5 

Total 11 99 2 95 13 
 

 

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada 

tahun 2018 adalah sebesar 86,36%, dengan perhitungan sebagai berikut: 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푏푒푟푘푎푠 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푑푖푎푗푢푘푎푛   
푏푎푛푑푖푛푔, 푘푎푠푎푠푖,푃퐾 푠푒푐푎푟푎 푙푒푛푔푘푎푝

퐽푢푚푙푎ℎ 푏푒푟푘푎푠 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푑푖푚표ℎ표푛푘푎푛
푏푎푛푑푖푛푔, 푘푎푠푎푠푖,푑푎푛 푃퐾

 푥 100 % 

% 100  
110
95  x  

% 86,36      

 
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

107,95%,dengan perhitungan sebagai berikut : 
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푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풖풕풖풔풂풏 풑풆풓풌풂풓풂 푻풊풑풊풌풐풓 풚풂풏품 
 풅풊풖풑풍풐풂풅 풅풂풍풂풎 풘풆풃풔풊풕풆

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 푻풊풑풊풌풐풓 풚풂풏품 
풅풊풑풖풕풖풔

 풙 ퟏퟎퟎ% 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
80

86,36  x  

% 107,95    

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian persentase berkas 

perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 

melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. 

Hal ini menunjukan bahwa di tahun 2018, Kepaniteraan di Pengadilan 

Negeri Selong Kelas I B dalam penyusunan berkas untuk perkara yang diajukan 

upaya hukum dapat dikirim tepat waktu. 

 

 

 

 

Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

Tabel. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus 
 

Jumlah putusan 
perkara yang diupload 
dalam website 

Jumlah perkara 
yang diputus 

Target 
 (%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

- - 100% 0% 0% 

 

Indikator Kinerja 4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus 
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Untuk indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari 

setelah diputus tidak mencapai target. 

 

SASARAN III:      MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI 
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN 

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. 

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2018 ditampilkan pada 

tabel berikut ini:  

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

1. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

100% 0 % 0 % 

2. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

90% 0% 0% 

3. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

100% 0% 0% 

 

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja 

sasaran ini adalah sebagai berikut: 

 
 

 
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan diperoleh dengan 

membandingkan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah 

perkara prodeo. 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  
푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풑풓풐풅풆풐 풚풂풏품 

 풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏
푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풑풓풐풅풆풐

 풙 ퟏퟎퟎ% 

Catatan : 
Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum  
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 

Indikator Kinerja 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
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Target perkara prodeo yang diselesaikan, sebagaimana ditetapkan melalui 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian 

indikator kinerja “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan” pada tahun 

2018 serta perbandingannya dengan tahun 2017 ditampilkan pada table berikut 

ini: 

Tabel. Indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan 

No Indikator 
Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

100% 0% 0% 100% 0% 0% 

 
 

Selama 2 tahun berturut - turut tidak ada perkara Prodeo/bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang masuk ke Pengadilan Negeri Selong 

Kelas IB , sehingga realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2018 dan 2018 sebesar 0 %.  

 

 

 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan diperoleh 

dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung 

Pengadilan dengan jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung 

pengadilan. 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏 풅풊풍풖풂풓
푮풆풅풖풏품 푷풆풏품풂풅풊풍풂풏

푱풖풎풍풂풉 푷풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풔풆풉풂풓풖풔풏풚풂 풅풊풔풆풍풆풔풂풊풌풂풏 
풅풊풍풖풂풓 푮풆풅풖풏품 푷풆풏품풂풅풊풍풂풏

 풙 ퟏퟎퟎ % 

Catatan : 
 Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
 Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor 

pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 
 

Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara yang diselesaikan di luar 
GedungPengadilan 
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Target perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, sebagaimana 

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 90%.  

Jumlah perkara sidang keliling yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 33 

perkara, berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada 

tahun 2018 adalah sebesar 100% 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =  

푗푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛 푑푖 푙푢푎푟
푔푒푑푢푛푔 푝푒푛푔푎푑푖푙푎푛

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푟푘푎푟푎  푦푎푛푔 푠푒ℎ푎푟푢푠푛푦푎 푑푖푠푒푙푒푠푎푖푘푎푛
푑푖푙푢푎푟 푔푒푑푢푛푔 푝푒푛푔푎푑푖푙푎푛

 푥 100 % 

                          

 =  
33
33  푥 100%  

              = 100 % 

 

퐶푎푝푎푖푎푛 =
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100% 

=  
100 
90  푥 100 % 

= 111,11% 

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan” pada tahun 2018 serta perbandingannya 

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel. Indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

No Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 
 

 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 
 

1. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung 
Pengadilan 

100% 0% 0% 90% 100% 111,11% 
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Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) diperoleh dengan membandingkan antara 

Jumlahpencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan 

Hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Golongan tertentu 

yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  

푱풖풎풍풂풉 풑풆풏풄풂풓풊 풌풆풂풅풊풍풂풏 품풐풍풐풏품풂풏 풕풆풓풕풆풏풕풖 풚풂풏품 
풎풆풏풅풂풑풂풕풌풂풏 풍풂풚풂풏풂풏 풃풂풏풕풖풂풏 풉풖풌풖풎

푱풖풎풍풂풉 풑풆풏풄풂풓풊 풌풆풂풅풊풍풂풏 품풐풍풐풏품풂풏 풕풆풓풕풆풏풕풖 
 풙 ퟏퟎퟎ % 

Catatan : 
 Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan 
 

Target pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum), sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 

2018 adalah sebesar 100%. 

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang diterima pada tahun 2018 

sebanyak 24 orang. 

Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 

2018 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푛푐푎푟푖 푘푒푎푑푖푙푎푛 푔표푙표푛푔푎푛 푡푒푟푡푒푛푡푢
푦푎푛푔 푚푒푛푑푎푝푎푡푘푎푛 푙푎푦푎푛푎푛 푏푎푛푡푢푎푛 ℎ푢푘푢푚
퐽푢푚푙푎ℎ 푝푒푛푐푎푟푖 푘푒푎푑푖푙푎푛 푔표푙표푛푔푎푛 푡푒푟푡푒푛푡푢  푥 100 % 

=  
24
24  푥 100 % 

= 100 %   

Indikator Kinerja 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar       

100 %. 
 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

=   
100
100  푥 100% 

= 100 % 

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa capaian Jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu  yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 

memenuhi target sebesar 100%. 

 

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN. 
 

 

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. 

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan” pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut 

ini: 
 

Tabel. Indikator kinerja putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

 

1. Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

80% 27,08% 33,85% 

 

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah 

sebagai berikut: 
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Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

diperoleh dengan membandingkan antara jumlah putusan perkara yang 

ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. 

 

푹풆풂풍풊풔풂풔풊 =  
푱풖풎풍풂풉 푷풖풕풖풔풂풏 풑풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풅풊풕풊풏풅풂풌풍풂풏풋풖풕풊
푱풖풎풍풂풉 푷풖풕풖풔풂풏 푷풆풓풌풂풓풂 풚풂풏품 풔풖풅풂풉 푩푯푻

 풙 ퟏퟎퟎ % 

Catatan : 
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 
 

 

Target putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), 

sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah 

sebesar80%.  

Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT pada tahun 2018 sebanyak 

144 perkara dan ada 39 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi). Tabel berikut menggambarkan Jumlah putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Selong Kelas 

IB. 

 

Sisa 2017 Masuk 2018 Eksekusi yang 
dikeluarkan 

Eksekusi yang 
terlaksana Sisa 2018 

6 33 2 21 16 

 

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada 

tahun 2018 adalah sebesar 27,08%, dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

푅푒푎푙푖푠푎푠푖 =

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛 푝푒푟푘푎푟푎 푝푒푟푑푎푡푎 푦푎푛푔 
푑푖푡푖푛푑푎푘푙푎푛푗푢푡푖 (푒푘푠푒푘푢푠푖)

퐽푢푚푙푎ℎ 푝푢푡푢푠푎푛 푝푒푟푘푎푟푎 푦푎푛푔 푠푢푑푎ℎ 퐵퐻푇  푥 100 % 

Indikator Kinerja 1 :     Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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% 100  
144
39  x  

% 27,08      

 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, 

dimana pada tahun 2018 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

33,85%. 

퐶푎푝푎푖푎푛 =  
푅푒푎푙푖푠푎푠푖
푇푎푟푔푒푡  푥 100 % 

% 100  
80

27,08  x  

% 33,85    

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi)kurang dari target yang telah ditetapkan. 

Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018ditampilkan 

pada tabel berikut ini: 
 

Tabel. Indikator kinerja putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti   
( dieksekusi ) 

 

N
o 

Indikator 
Kinerja 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 
1. Persentase 

putusan 
perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

5% 14,1% 282,8% 80% 27,08% 33,85% 

 

C. REALISASI ANGGARAN  

Realisasi atau penyerapan anggaran untuk DIPA 01 pada tahun 2018 

adalah sebesar 98,27%, dari pagu sejumlah Rp.7.305.525.000,- terserap Rp. 
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7.179.121.832,-. Sedangkan untuk DIPA 03 penyerapan anggaran adalah sebesar 

94,32%, dari pagu sejumlah Rp. 178.800.000,- terserap sejumlah 

Rp.168.652.250,- 

Tabel.  Realisasi Anggaran tahun 2018 
 

Jenis Belanja Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
Jumlah 

(Rp) 
Persentase 

(%) 
DIPA 01    

Belanja Pegawai (51) 5.480.234.000,- 5.480.228.301,- 99,99% 

Belanja Barang (52) 935.348.000,- 912.939.231,- 97,60% 

Belanja Modal (53) 805.143.000,- 785.954.300,- 97,62% 

Jumlah I 7.220.725.000,- 7.179.121.832,- 99,42% 

DIPA 03    

Belanja Barang (52) 178.800.000,- 168.652.250,- 94,32% 

Jumlah II 178.800.000,- 168.652.250,- 94,32% 

Jumlah Total I dan II 7.399.525.000,- 7.347.774.082,- 99,30% 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran pada tahun 2018 

telah melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk DIPA 01 sebesar 99,42 %, 

dan untuk DIPA 03 sebesar 94,32% dimana realisasi telah melebihi dari target 

yang telah ditetapkan yaitu untuk DIPA 01 sebesar 90 % dan DIPA 03 sebesar 

85%, sehingga dapat dikatakan bahwa Realisasi Anggaran telah mengenai 

sasaran dalam menjalankan Rencana Kinerja Strategis pada Tahun 2018. 
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A. Kesimpulan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Selong Kelas I B tahun 

2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan Pengadilan Negeri 

Selong Kelas I B pada tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Secara keseluruhan nilai capaian Pengadilan Negeri Selong Kelas I B pada 

tahun 2018 sebesar 124,81%. Hal ini telah dilakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Selong Kelas I B sesuai petunjuk Sekretaris 

Mahkamah Agung RI dalam surat tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 

933/SEK/OT.01.3/10/2017 perihal Review IKU Pengadilan Tingkat Banding dan 

Tingkat Pertama, sehingga terjadi perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja, serta 

perubahan Target Kinerja, sehingga capaian di beberapa sasaran terlihat 

menurun ataupun meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017. 

Akan tetapi apabila melihat nilai realisasi kinerja pada tahun 2018 

menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari realisasi kinerja di tahun 2017 

Bahkan capaian di beberapa indikator telah memenuhi atau bahkan melebihi 

dari target yang ditetapkan. 

B. Saran 
Pengadilan Negeri Selong Kelas I B sebagai satuan kerja yang berada di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan dalam wilayah ibu 

kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan pelayanan hukum 

kepada masyarakat pencari keadilan mengingat beban kerja maupun jumlah 

BAB  IV 
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perkara setiap tahun mengalami kenaikan sehingga layak mendapatkan prioritas 

seperti: 

1. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan 

Negeri Selong yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-

masing; 

2. Penambahan Jumlah Anggaran ; 

3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk 

menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Selong. 

 

Selong, 28 Januari 2019 
Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas I B 

 
 
 

WARI JUNIATI, S.H., M.H. 
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1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Selong Kelas I B 

2. Dokumen Perjanjian KinerjaTahun 2018 dan Tahun 2019 

3. Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020 

4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 

5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

6. SK Tim Penyusunan LKjIP. 
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